LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2003 NOMOR: 10 SERI:D. 9

e EEEE———
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang :a.  bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dan dalam
rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efesien
perlu didukung oleh susunan organisasi perangkat daerah yang
luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh
kewenangan yang ada;

b. bahwa dengan telah diselenggarakannya  tugas-tugas
pemerintahan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah  Nomor 2 Tahun 2001, maka sesuai dengan
perkembangan dan tuntutan kebutuhan perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota
Padang Panjang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang
Panjang.



Mengingat

B

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintch Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2848);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

an Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Peratur. A
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 165);
mor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pegawai Negerl Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

Peraturan Pemerintah No

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4 194);



10.

11.

12.

13,

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4022); .

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemb'naan dan  Pengawasan  atas Penyelenggaraan
Pemeiintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan  Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 70);

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor

21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan
Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN KAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG.
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BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

L.
2.

w

Nows

oo

10.

11.
12,

Daerah ada'ah Kota Padang Panjang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom
lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan
Legislatif Daerah.

Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang,

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Padang Panjang,

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di

Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang.
Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. :
Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah

untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan.
BAB 11
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah .

396



(2) Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini adalah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah yang meliputi 11 (sebelas) bidang kewenangan waijib dan 10
(sepuluh) bidang kewenangan lainnya.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai Lembaga Teknis
Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala
Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

perencanaan umum pembangunan daerah;

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;

pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

pengelolaan Ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah yang

menyangkut perencanaan umum.

U



BAB Il
ORGANISASI

Bagiai; Pertama
Susunan Organisasi

Pasal §

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
Sekretariat;

Bidang Penelitian dan Pengembangan;

Bidang Sosial Budaya;

Bidang Ekonomi;

Bidang Fisik dan Prasarana;

Bidang Pendataan dan Pelaporan; dan

g. Kelompok Jabatan F ungsional.

o Ao TR

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah
sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada
seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan serta urusan

penyusunan rencana kegiatan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

Sekretariat mempunyai fungsi : .
a. penyusunan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan rencana

kegiatan tahunan dan perencanaan pembangunan dengan satuan organisasi di
lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. pengelolaan program Administrasi Umum dan Kepegawaian;

c. pengelolaan program Administrasi Keuangan;

d. pengelolaan program Penyusunan Rencana Kegiatan; dan

e. pelaksanaan urusan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana serta Kehumasan .
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Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

a.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan
program administrasi umum dan kepegawaian daiam arti melaksanakan urusan
Surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas,
kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan  kantor, menyelenggarakan
kepustakaan, melaksanakan pengelolaan  administrasi  kepegawaian, hukum,
organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi
keuangan dalam arti melaksanakan  penyusunan anggaran, pembukuan,
pertanggungjawaban keuangan dan membuat laporan keuangan.

(3) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas menyelenggarakan
program penyusunan rencana kegiatan tata usaha Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam artj melaksanakan penyusunan kebijakan teknis
administrasi umum, kepegawaian dan keuangan Badan, data, informasi,
mengumpulkan, menghimpun dan menginventarisasi perencanaan dari masing-
masing Bidang, mendokumentasikan kegiatan terhadap program pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan,

Bagian Ketiga
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 9

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungs; -
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penelitian dan
pengembangan di bidang ekonomi;
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b. penyusunan kebij .
Jakan teknis dan penyelenggaraan TO .
. g:gemmﬂgin lc)h bidang sosial budaya; dan program penelitian dan
. yusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pro e
pengembangan di bidang fisik dan pmsaranagg program penelition dan

Pasal 10

E‘da;ngeflelman dan Pengembengan terdiri dari :

b. S:;b g:g‘;nng Penelitian dan Pengembangan Ekonomi;

¢. SubBid g Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya; dan
idang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana.

Pasal 11

1 .
()18;; e?ldang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas
bi daz enfgarak?n program penelitian dan pengembangan pembangunan di
peneh%i ;1 ocllla(:lml dalam arti mempersiapkan dan mgngolah bahan penyusunan
perkeb pengembangan pembangunan pertantan, peternakan, perikanan,
unan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, perkoperasian,

_ perhubungan, perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah. _

2 )
@) IS:; Blldang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya mempunyai ugas
b a)!/le enggmakan program penelitian dan pengembangan pembangunan di
pene].g.sosml budaya dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan
h itian dan pengembangan pembangunan pendidikan, kesehatan, kebudayaan,
kuk."““’_ agama, telekomonikasi dan informasi, olah raga, generasi muda, tenaga
erja, lingkungan hidup, kependudukan dan Hak Azasi Manusia.
(3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana mempunyai tugas
g}enyelenggarakan program penelitian dan pengembangan pembangunan di
idang fisik dan prasarana dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan
g::syusunan penelitian dan pengembangan pembangunan di bidang fisik dan
arana.

Bagian Keempat
Bidang Sosial Budaya

Pasal 12

melaksanakan sebagian tugas Badan

(1) R;
) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas _
am hal meng.koordmasikan dan

Perencanaan  Pembangunan Daerah dal
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merencanakan pembangunan  di bidang pendidikan dan kebudayaan,
pemerintahan, penerangan dan komunikasi, kependudukan dan tenaga kerja.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,

Bidang Sosial Budaya mempunyai fungs; :

a. penyusunan, pengkoordinasian program tahunan di bidang sosial budaya yang
meliputi pendidikan dan kebudayaan, pemerintahan, penerangan dan
komunikasi, kependudukan dan tenaga kerja dalam rangka melaksanakan
program jangka panjang dan menengah;

b. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan
rencana pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun
oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan
merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

C. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemafluar}
Tencana pembangunan di bidang pemerintahan, penerangan dan komunikasi
yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian
masalzh dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; dan

d. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan
Tencana pembangunan di bidang sosial, kependudukan dan tenaga kerja yang
disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian
masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.

Pasal 13

Bidang Sosial Budaya terdiri darj :

a.  Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Sub Bidang Pemerintahan, Penerangan dan Komunikasi; dan
¢. Sub Bidang Tenaga Kerja, Sosial dan Kependudukan.

(2) Sub Bidang Pemerintahan, Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas
menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di
bidang pemerintahan, penerangan dan komunikasi dalam arti mempersiapkan dan
mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan pemerintahan,
penerangan dan komunikasi.
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(3) Sub Bidang Tenaga Kerja, Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas
menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di
bidang tenaga kerja, sosial dan kependudukan dalam arti mempersiapkan dan
mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan tenaga kerja, sosial
dan kependudukan. |

Bagian Kelima
Bidang Ekonomi

Pasal 15

(1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal mengkoordinasikan dan
merencanakan pembangunan di bidang pertanian, industri, pertambangan dan
energi, dunia usaha dan penanaman modal. :

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
a. penyusunan, pengkoordinasian program tahunan di bidang ekonomi yang

meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, dunia usaha dan
penanaman modal dalam rangka melaksanakan program jangka panjang dan
menengah;

b. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pen
Tencana pembangunan di bidang pertanian y
Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian m
langkah-langkah kebijakan pemecahannya; '

pengkoordinasian dan pemaduan

C. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, .
rencana pembangunan di bidang industri, pertambangan dan energt yang

disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian
masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pegrlec{ahannya; dan

d. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan
rencana pembangunan di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman

modal yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta
penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan

pemecahannya.

gkoordinasian dan pemaduan
ang disusun oleh perangkat
asalah dan merumuskan

Pasal 16

Bidang Ekonomi terdiri dari :
3. Sub Bidang Pertanian; _
Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi; dan

¢ Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal.
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Pasal 17

(2) Sub Bidang Industri, Pertambangan  dan Energi  mempunyai tugas
menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di
bidang industri, pertambangan dan energi dalam arti mempersiapkan dan
mengolah  bahan  penyusunay fencana  program pembangunan industri,
pertambangan dan energi.

(3) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal mempunyai
tugas  menyelenggarakan program  pengkoordinasian  dan perencanaan
pembangunan di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal dalam
arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program
pembangunan pengembangan dunia usaha dan penanaman modal.

o Bagian Keenam
Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 18

(1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagiqn tugas Badan
Perencanaan  Pembangunan Daerah dalam hal mengkoordinasikan dan
merencanakan pembangunan dj bidang perhubungan dan pariwisata, pertanahan,

fata ruang dan tata guna tanah, sumber daya alam, lingkungan hidup dan
pengairan,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungs; :
a. penyusunan, pengkoordinasian Program tahunan di bidang fisik dan prasarana

b. penyusunan kebiiakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pem?d“a“
rencana pembangunan di bidang perhubungan dan pariwisata yang disusun
oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan
merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

c. penyusunan kebijakan tekni.s, perencanaan, pengkoordinasian dan pemadug
rencana pembangunan di bidang pertanahan, tata ruang dan tata guna tan
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yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian
d masalah dan met"n.y.muskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; dan
. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan
rencana pembangunan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan
pengairan  yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta
penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan
pemecahannya

Pasal 19 '

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
; gub Bidang Perhubungan dan Pariwisata;
c. ub deang Pertanahan, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah; dan
- Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan.

Pasal 20

(1) Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan
pr0gram. pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan
pariwisata dalam arti mcmpersiapkan dan mengolah bahan penyusunan
Tencana program pembangunan piasarana jalan, perhubungan darat, pos dan
telekomunikasi serta pariwisata.

2) Sub Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas
menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di
bidang pertanahan, tata ruang dan tata guna tanah dalam arti mempersiapkan dan
mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan pertanahan, tata
Tuang dan tata guna tanah.

(3) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan mempunyai

gkoordinasian dan perencanaan

tugas  menyelen en
ggarakan ~ program P ) ) :
Pembangunan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengairan
dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program
Pembangunan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengairan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pendataan dan Pelaporan

Pasal 21

(1) B; . laksanakan sebagian tugas
g Pend mempunyai tugas melaksanaxan scbagia” -
dang Pendataan dan Pelaporan Il))aerah dalam hal mengkoordinasikan,

Badan Perencanaan Pembangunan
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melaksanakan pengendalian dan pengelolaan administrasi pembangunan,
menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, pemantauan dan menyusun
laporan pelaksanaan pembangunan serta penyusunan statistik dan dokumentasi.

(2) Untuk nienyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,

Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan, penyusunan dan pengelolaan data hasil pelaksanaan
pembangunan;

b. pengkoordinasian ~ dan  pengendalian administrasi ~ pembangunan,
penganalisaan dan penilaian hasil-hasil pembangunan;

c. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan;dan

d. penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan
pembangunan

Pasal 22

Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari :
a. Sub Bidang Pendataan,;

b. Sub Bidang Pelaporan; dan

c. Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi.

Pasal 23

(1) Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas menyelenggarakan program pendataan
dalam arti mengumpulkan, mempersiapkan dan menganalisa data dasar untuk
perencanaan pembangunan.

(2) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program pelaporant
dalam arti mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan hasil
evaluasi pelaksanaan pembangunan.

(3) Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas menyelenggarakan
program statistik dan dokumentasi dalam arti mempersiapkan bahan dan
melakukan penyusunan statistik serta melakukan dokumentasi hasil-hasil
pembangunan.
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Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Iffelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
erencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

1) K"J()I}lpok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

@ I<.e1,°mP°k Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

®) qulah, tenaga fungsional sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini
ditentukan berdasarkan kebutuhan dar beban kerja.

agaimana yang tersebut pada ayat (1) .

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional seb.

Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perun
%) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 26
Dalam mel .« Kepala Sub Bagian, Kepala
: aksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, P ..
Bl-dal.]g’ Kepala Sub Bigangy sertz:) Kelompok Jabatan Fungswnal wajib "?enefagi‘na“
Prinsip koordinasi, integrasi ’dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masmg-:in axgl
12upun antar samyan organisasi di linghungan Pemerintsh Dacrah serta Ceng
Stansi lain di Juar Pemerintah Daerah sesuai dengan fugas masing-masing.

Pasal 27

bawahannya masing-masing dan

Seti .
langkah yang diperlukan sesual

~'aP pimpinan satuan organisasi wWajib mengawasi
bil 22 engambil langkah-

2 terjadi penvi
de ®Nadi penyimpangan agar m -laku

184N peraturan perundang-undangan yang be 406



Pasal 28
Setiap pimpinan satuan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

Pasal 29
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala
tepat pada waktunya,

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 31
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajﬂ?
disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

BABV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN DAN ESELONERING

Bagian Pertama
Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 32

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dengan tata cara
sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

(2) Kepala Sub. Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat Fungsional dan Non Struktural,
dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan
Kewenangan dari Kepala Daerah.
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&) gﬁ:i‘::tl;ptﬁi C:ra dan pelaks;naan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal
engan suatu utusan Kepala Daerah i
perundang-undangm. ep epala Da sesuai .dengan peraturan

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 33

Ilf:;le;tuan tingkat Eselonering Jabatan di lingkungan Badan Perencanain
angunan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Keuangan dan Pembiayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah,

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang dalam
atu Keputusan.

Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan St

Pasal 36

P -

eraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggl diundangkan.

Agar seti i memerintahkan pengundangan Perannan
Y p e mengetall Daerah Kota Padang Panjang.

D .
acrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran



Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 Januari 2003 M
26 Zulkaidah 1423 H
WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto
YOHANIS TAMIN
Diundangkan di Padang Panjang

pada tanggal 13 Pebruari 2003 M
11 Zulhijjah 1423 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,
dto
AULYZUL SYU1B

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2003 NOMOR 10
SERID. 9



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG
PANJANG

L UmMuMm

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dimana pada dasarnya adalah menempatkan otonomi daerah secara utuh
pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagai Daerah Otonom yang
mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut
prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka Kota Padang Panjang sebagai salah satu
daerah otonom perlu melakukan langkah-langkah guna mengimplementasikannya
dalam tatanan pemerintahan daerah. -

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara
berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang
efektif dan efesien Pemerintah Kota Padang Panjang telah menindaklanjutinya
dengan membentuk. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang
Panjang dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dacrah di Lingkungan Pemerintah
Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2001.

Dengan telah diselenggarakannya tugas-tugas pemerintahan oleh Badan
g Panjang maka sesuai dengan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padan
Peraturan  perundang-undangan, perkembangan dan tuntutan kebutuhan

kelembagaan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas
dan berhasil guna untuk mewujudkan

Pemerintahan di daerah secara berdaya guna .
Pemerintahan yang efektif dan efesien serta luwes dan tepat sehingga dapat
melaksanakan seluruh kewenangan yang ada perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Padang Panjang.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

. Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.




LmPIRAN 1: PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
/ 9 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUK AN
BADAN

DAN  TATA KERJA

PANIANG NOMOR
ORGANISASI

PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG :)VRL«‘.NC/\N AAN

ANIJANG.

WAKIL WALIKOTA

WALIKOTA

PERE}?ICANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
OTA PADANG PANJANG

KEPALA

e——
SEKRETARIS DAERAR

KELOMPOK JABATAN ] ﬁ
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUBAG SUBAG
UMUM DAN KEPEGAW l o . . o
¢ AIAN KEUANGAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN
BIDANG ‘ “ *
PENELITIAN DAN BIDANG
PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA BIDANG BIDANG | DIbaNe
EKONOMI FISIK DAN PRASARANA PENDATAAN DAN PELAPORAN
[ | I I T
ey ‘ ‘ SUB BID
SUB BID — SURB BID —> SUB BID PERHUBUNGAN DAN SUB BID
_ PENELITIAN DAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN PERTANIAN PARIWISATA — > PENDATAAN
PENGEMBANGAN EKONOMI
SUBBID SUB BID SUB BID SUB BID
PENELITIAN DAN PEMERINTAHAN, PENERANGAN —» INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN SUB BID. ) PELAPORAN
PENGEMBANGAN SOSIAL —> DAN KOMUNIKASI ENERGI PERTANAHAN, TATA RUANG —>
BUDAYA DAN TATA GUNA TANAH
SUB BID
SUB BID SUB BID SUB BID STATISTIK DAN
& , oo e B e st B G . - SUB BID — STATI:
_ PENELITIAN DAN L b IENAGA KERJA. S PENGEMBANGAN DUNIA USAHA ; IMBI";(:;/\ YA ALAM. DOKUMENTAS]
PENGEMBANGAN FISIK DAN SOSIAL DAN KIEPENDUD ! — B+ DAN PENANAMAN MODAL MGKUNGAN HIDUP DAN
PRASARANA LINGK
: PENGAIRAN

WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto

YOHANIS TAMIN



